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A. Istilah Hukum Ketenagakerjaan 

,VWLODK� ´+XNXP� .HWHQDJDNHUMDDQµ� PHQXUXW� $VUL�

:LMD\DQWL� WHUGLUL� DWDV� �� �GXD�� NDWD� \DLWX� ´KXNXPµ� GDQ�

´NHWHQDJDNHUMDDQµ� GLPDQD� KXNXP� GDQ� NHWHQDJDNHUMDDQ�

merupakan dua konsep hukum. Konsep hukum sangat 

dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum 

pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. 

Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan 

sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Istilah 

dan arti tersebut diupayakan agar digunakan secara konsisten. 

Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep konstruktif dan 

sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan 

hukum atau sistem aturan hukum. Hukum dapat diartikan 

sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk 

norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak 

tertulis. 

Berbicara tentang Hukum Ketenagkerjaan maka sangat 

baik bila terlebih dahulu diberikan berbagai pengertian hukum 

ketenagakerjaan oleh para ahli untuk memberikan batasan 

defenisi sebagaimana diuraikan dibawah ini:1.  

1. Molenaar : Arbeidsrecht (Hukum Perburuhan) adalah bagian 

dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur 

 
1  Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, Cet XI, 1995), 

hlm.,1-2 

PENGERTIAN UMUM 
HUKUM 
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A. Dimensi Hukum Perdata dalam Hukum ketenagakerjaan 

Indonesia 

Pada awal kemerdekaan, ketentuan mengenai hukum 

perburuhan sepenuhnya diberlakukan hukum kolonial yaitu 

Burgerlijke Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Ketentuan perburuhan dalam KUH Perdata diatur dalam Buku 

III Bab 7 A tentang Perjanjian-Perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan. Akan tetapi peraturan perburuhan yang diatur dalam 

KUH Perdata tersebut dianggap bersifat liberal dan tidak sesuai 

dengan kepribadian bangsa Indonesia 10 . Dalam pengaturan 

KUH Perdata tersebut memandang pekerja/buruh sebagai 

´EDUDQJµ� \DQJ� DSDELOD� WLGDN� EHUSURGXNVL� PDND� WLGDN� GLEHUL�

upah sebagaimana disebutkan di Pasal 1602b KUH Perdata 

´WLDGD�XSDK�\DQJ�KDUXV�GLED\DU�XQWXN�MDQJND�ZDNWX�VHODPD�VL�

EXUXK�WLGDN�PHODNVDQDNDQ�SHNHUMDDQµ��6HODLQ�LWX�SHUVRDODQ�KDN-

hak buruh sepenuhnya menjadi kekuasaan majikan karena 

menyangkut persoalan keperdataan yang hanya mengatur 

hubungan kerja antara pemberi kerja (majikan) dengan 

penerima kerja (buruh). Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam bidang 

perburuhan bila mengacu pada ketentuan KUH Perdata. 

Nuansa hukum perdata dalam hukum ketenagakerjaan di 

Indonesia dapat dilihat dari adanya perjanjian kerja yang 

menjadi dasar lahirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh 

 
10   Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm.,11. 
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A. Perkembangan Konsepsi Negara Kesejahteraan 

Pengertian Kesejahteraan menurut kamus Bahasa 

Indonesia berasal dari kata Sejahtera yang mempunyai makna 

aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala 

macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kata sejahtera 

PHQJDQGXQJ�SHQJHUWLDQ�GDUL�EDKDVD� VDQVHNHUWD� ´FDWHUDµ�\DQJ�

EHUDUWL� SD\XQJ�� 'DODP� NRQWHNV� NHVHMDKWHUDDQ�� ´FDWHUDµ� DGDODK�

orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya beas 

dari kemiskinan, kebodohan ketakutan, kekhawatiran sehingga 

hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin17. 

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas 

kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam 

konsepsi legal state terdapat prinsip staatsonthounding atau 

pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang 

SROLWLN�\DQJ�EHUWXPSX�SDGD�GDOLO�´The least goverment is the best 

govermentµ�GDQ�WHUGDSDW�SULQVLS�´laissez faire, laissez allerµ�GDODP�

bidang ekonomi yanng melarang negara dan pemerintah 

mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (staatsbemoineis). 

Akibat pembatasan ini pemerintah atau adminstrasi negara 

menjadi pasif dan oleh karenanya disebut negara penjaga malam 

(nachtwakerstaat atau natchtwachtersstaat). Adanya pembatasan 

negara dan pemerintah ini ternyata berakibat menyengsarakan 

kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi 

 
17  Agung Eko Purwana. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi 

Islam.https://jurnal.iainponoro.go.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/

73.  

NEGARA 
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A. Fungsi Pemerintah dalam Menetapkan Kebijakan 

Ketenagakerjaan 

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak 

dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu, 

pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh. Oleh sebab itu, 

pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu 

dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Tanggung 

jawab pemerintah sebagai bentuk diadopsinya konsepsi Negara 

Kesejahteraan Indonesia maka persoalan ketenagakerjaan 

menuntut kehadiran pemerintah dalam menjalankan fungsinya 

menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan 

pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan merupakan hal 

yang sangat krusial dalam suatu negara kesejahteraan. Bila 

dikaitkan dengan hak ketenagakerjaan yang diatur dalam 

Konstitusi Indonesia maka Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan 

bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak secara langsung mengsyaratkan 

bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai penyelenggara negara harus dapat menciptakan 

pekerjaan dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi setiap 

warga negara khususnya tenaga kerja. Tujuan dari kebijakan 

ketenagakerjaan tidak lain adalah untuk menciptakan daya beli 

masyarakat dan mengurangi ketergantungan warga negara atas 

IMPLEMENTASI HUKUM 
KETENAGAKERJAAN 
DALAM PERSPEKTIF 

NEGARA 
KESEJAHTERAAN 
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